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Abstrak

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk melakukan pembatasan mobilitas
masyarakat melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah Kota
Probolinggo juga melakukan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam penanggulangan wabah Covid-19 di
Kota Probolinggo khususnya di daerah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditinjauan
Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang diterapakan di Kota Probolinggo. Jika dilihat dari
segi lingkungan masih belum efektif karena menurut evaluasi sementara, masih banyak
terjadi pelanggaran PPKM Darurat di Wilayah Kota Probolinggo. Beberapa faktor yang
menyebabkan belum berjalan dengan efektif yaitu faktor hukum khususnya dalam
pemberian sanksi, faktor masyarakat yang belum patuh dan budaya. Penerapan kebijakan
PPKM Darurat juga belum berhasil sepenuhnya sebab banyak masyarakat yang masih
acuh terhadap kebijakan yang diterapkan.

Kata kunci : Covid-19, Kebijakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM).

Abstract

The Indonesian government has made a policy to restrict public mobility through the
policy of Large -Scale Social Restrictions (PSBB). The Probolinggo City Government also
has a Policy for the Enforcement of Restrictions on Public Activities (PPKM). This study
aims to determine the implementation of the policy of Enforcement of Restrictions on
Public Activities (PPKM) in the management of Covid-19 outbreak in the City of
Probolinggo, especially in the Kanigaran District of the City of Probolinggo. The research
method used is qualitative descriptive. The results of this study are reviewed by the
Ministry of Home Affairs Number 15 of 2021 which is applied in the City of Probolinggo.
If viewed in terms of the environment is still not effective because according to the
provisional evaluation, there are still many violations of PPKM Emergency in the
Probolinggo City Area. Some of the factors that cause it to not work effectively are legal
factors, especially in the issuance of sanctions, community factors that have not complied
and culture. The implementation of the PPKM Emergency policy has also not been fully
successful because many people are still indifferent to the policy implemented.
Keywords : Covid-19, Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM), Policies
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Pendahuluan

Virus corona atau biasa disebut dengan Covid-19 ini bermula menyerang
Negara China di Kota Wuhan pada akhir 2019. Pemerintah Indonesia
bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam Covid-19.
Akhir tahun 2019, ditandai perubahan berskala besar dan internasional.
Pada 31 Desember 2019, China melaporkan adanya virus baru yang
merebak di salah satu wilayahnya, Wuhan, Provinsi Hubei (WHO, 2020).
Tentu pemerintah tidak ingin grafik ini terus meningkat, melihat Indonesia
secara letak geografis berbatasan dengan negara-negara terdampak
penularan Covid-19. Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan berupa
dasar hukum untuk mempercepat penanganan virus corona. Kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah saat gencar-gencarnya kondisi
Indonesia memperhatikan adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar atau PSBB yang diatur oleh PP nomor 21 tahun 2020. PSBB dapat
menekan angka kerumunan massa yang dapat menjadi indicator
penyebaran virus Covid 19. Pembatasan kegiatan masyarakat meliputi
sekolah diliburkan dan perkantoran, pembatasan kegiatan di tempat
keramaian atau fasilitas umum dan pembatasan khusus lainnya yang
berkaitan dengan aspek keamanan. Dengan demikian pemberlakuan PSBB
mampu mengubah produktivitas individu melalui perubahan institusional
dan transformasi structural yang terjadi di tengah-tengah masyarakat
selama pemberlakuan PSBB. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik
Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease
(COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi
pandemi. Kebijakan ini tentu dibuat oleh pemerintah guna menurunkan
angka kasus positif covid 19 di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan
untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 bagi
masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah
terjadinya kelompok baru selama masa pandemi covid-19 (Yunida, 2021).

Kegiatan dalam penerapan kebijakan PPKM ini dilakukan dengan
dibuatkannya pos-pos pemantauan pada beberapa titik yang dianggap
sering terjadi kerumunan dalam kegiatan masyarakat. Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo, TNI, dan Polri saling
bekerjasama dalam menerapkan kebijakan PPKM. Masyarakat yang
melanggar juga akan terkena sanksi administratif dari pihak dengan
bantuan aparat petugas dilakukan agar masyarakat dapat patuh dan
disiplin untuk tetap diam di rumabh jika tidak berkepentingan agar sebaran
virus ini perlahan berkurang. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti
tertarik umtuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
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Darurat Dalam Membatasi Mobilitas Sosial Kecamatan Kanigaran Kota
Probolinggo Studi Kasus : Dalam Tinjauan Inmendagri Nomor 15 Tahun
2021)”. Karena melihat kondisi saat ini yang tidak maksimal di masa
pandemi. Bahkan ada beberapa masyarakat yang menilai bahwa dengan
pemberlakuan kebijakan PPKM dinilai tidak efektif untuk menekan laju
penularan virus corona meski ada banyak pembatasan karena masyarakat
masih tidak peduli dengan aturan yang diterapkan. Dengan begitu secara
perlahan akan mengurangi rantai penyebaran virus Covid-19 tersebut.
Untuk itu penulis melakukan penelitian untuk mengukur sejauh mana
tingkat keefektifan pemberlakuan kebijakan PPKM darurat terhadap
masyarakat kota Probolinggo.

Metode

Bagian ini menjelaskan tentang metode yang digunakan pada riset
ialah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
menggunakan cara observasi serta wawawancara kepada masyarakat serta
pihak pemerintah di wilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan
menggunakan instrumen penelitian dari sumber data yang berasal dari
studi pustaka berasal dari jurnal ilmiah, artikel, situs web resmi dan
kemudian digambarkan dalam analisa deskriptif yaitu mendeskripsikan
penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di Kota
Probolinggo yang digunakan menjadi acuan pada penulisan jurnal. Metode
analisa data yang dipergunakan dalam riset ialah menggunakan unit
analisis penerapan kebijakan PPKM dalam membatasi mobilitas
masyarakat sedangkan unit ekspanasinya ialah tinjauan Inmendagri nomor
15 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle
yang mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh
dua variabel besar , yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.
Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis
implementasi Kebijakan PPKM Darurat secara lebih mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebiijakan PPKM Darurat : Tinjauan Imendagri Nomor

15 Tahun 2021
Pandemi Covid-19 saat ini telah menjadi perhatian diseluruh dunia.
Bencana non alam ini belum usai hampir dua tahun melanda Indonesia.
Untuk pengendalian laju angka kasus positif di Indonesia melalui arahan
Presiden Republik Indonesia menginstruksikan melalui Intruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarkat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) di
wilayah Jawa dan Bali. Melalui instruksi tersebut pemerintah Kota
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Probolinggo juga menerapkan kebijakan diatas dengan melakukan
pembatasan aktivitas kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (desipermatasari, 2021).

Penerapan kebijakan PPKM Darurat ini melibatkan banyak pihak.
Pembatasan aktivitas dilakukan mulai dari kegiatan bekerja dari rumah
(work from home), belajar dari rumah (study from home, pembatasan jam
operasional supermarket, penutupan sebagian jalan kota, serta pemadaman
lampu kota. Kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan dilakukan dengan
bebrapa kegiatan pengawasan yang dikoordinasikan oleh perangkat
pemerintah, TNI dan Polri,serta satgas penanganan covid-19 Kota
Probolinggo. Adapun upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kota
Probolinggo selama penerapan Kebijakan PPKM Darurat di jabarkan
sebagai berikut:

1. Kegiatan work from home dan study from home

Dalam usaha mencegah kerumunan maka pendidikan dan kegiatan
perkantoran dilaksanakan secara work from home. Skema WFH merupakan
bagian dari konsep telecommuting (bekerja jarak jauh), yang sebenarnya
bukan hal baru dalam dunia kerja dan perencanaan kota, bahkan telah
dikenal sejak tahun 1970-an sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan
lalulintas dari perjalanan rumah-kantor pulang-pergi setiap hari (Oswar
Mungkasa, 2020). Namun disituasi pandemi ini dan dalam penerapan
PPKM Darurat untuk kegiatan pekerjaan dilaksanakan dengan sebagian
melakukan kegiatan dirumah dan sebagaian dilakukan secara luring di
perkantoran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Work from home
100 persen bagi sektor non-esensial dan work from office (WFO) 50 persen
dalam sektor esensial. Untuk pelayanan administasi tetap dijalankan untuk
membantu masyarakat yang akan mengurus keadministrasian. Akan tetapi
penerapan kebijakan ini menimbulkan persepsi berbeda-beda dari
masyarakat sebab bekerja dari rumah sulit untuk melakukan komunikasi
secara langsung dengan rekan kerja dan atasan. Namun hal ini harus bisa
beradaptasi dengan suasana yang memang harus dilakukan karena ini
merupakan solusi agar dapat mengurangi angka positif terpapar.

Tidak hanya pelaksaanaan kegiatan perkantoran, pelaksanaan belajar
mengajar pun wajib dilakukan secara daring atau belajar dari rumah untuk
meghindari resiko transmisi virus covid-19, karena di usia pendidikan
tingkat dasar dan menengah rentan terpapar penularan. Dalam kegiatan ini
sekolah hingga tempat pelatihan wajib dilaksanakan secara daring.
Kegiatan ini menjadi tidak efektif karena tidak semua bisa beradaptasi
dengan situasi saat ini dan banyak pihak yang belum bisa mengoperasikan
teknologi secara menyeluruh dalam menunjang pembelajaran daring.
Begitu juga dengan orang tua dan para pengajar, mereka dituntut untuk
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bisa memahami teknologi dan materi agar bisa  bimbingan dan
pengawasan secara langsung kepada anak.
2. Pemadaman Lampu dan Penutupan Sebagian Jalan Kota

Pemerintah Kota Probolinggo melakukan pemadaman lampu kota di
malam hari sebagai bentuk upaya agar masyarakat membatasi mobilitas
selama PPKM Darurat. Pemadaman lampu ini dilakukan sekitar pukul
19.00-06.00 WIB. Kegiatan pemadaman dilakukan untuk menunjang
pelaksnaan PPKM Darurat di wilayah Kota Probolinggo sehingga
masyarakat bisa mengurangi aktivitasnya di malam hari. Baisanya setiap
malam hari banyak masyarakat khususnya para pemuda berkumpul dan
menimbulkan kerumunan di sekitar Bundaran Gladak Serang, sehingga
dengan pemadaman ini akan mengurangi kerumunan dan tidak keluar di
malam hari pada lingkungan Kota. Selain itu masa PPKM darurat membuat
pemerintah Kota Probolinggo melakukan penutupan atau peralihan arus
lalu lintas kota guna menghindari kemacetan dan kerumunan serta
membatasi kegiatan masyarakat. Satgas penanganan covid-19 melakukan
penyekatan pada beberapa akses menuju Kota. Diharapkan dengan
berkurangnya mobilitas warga dapat menurunkan potensi penularan
covid-19. Kegiatan pembatasan ini juga bertujuan untuk mendorong
masyarakat agar disiplin selama penerapan PPKM.

3. Pembatasan jam operasional supermarket atau toko swalayan dan
kegiatan keagamaan

Dengan diterapkan kebijakan PPKM pemerintah Kota Probolinggo
makin menguatkan Peraturan Walikota No 80 Tahun 2020 yang berisikan
panduan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat umum.
Pemerintah terus berupaya degan pengawasan yang ketat pada tempat-
tempat umum dan membatasi jam operasional termasuk mall, restoran,
cafe, warung makan, dan pedagang kaki lima diperbolehkan melayani
pelanggan hanya sampai pukul 7 malam dan itu pun dilakukan dalam
pengawasan ketat kepada semua unit usaha. Jika sudah tepat pukul 7
malam maka akan dilakukan patroli oleh TNI/Polri dan Satpol PP dan jika
tetap beroperasi melewati jam yang telah ditentukan , maka akan
dikenakan sanksi larangan berjualan.

Begitu juga dengan pembatasan kegiatan keaagamaan, Kementeriaan
Agama menerbitkan edaran terkait dengan pembatasan kegiatan
keagaamaan selama pelaksanaan PPKM untuk sementara waktu akan di
laksanakan dengan berbagai prosedur tidak melebihi kapasitas dan
menjaga jarak serta menggunakan masker dalam kegiatan dengan
menerapkan protokol kesehatan guna meminimalisir terjadinya kluster
peningkatan kasus positif.

Setelah dari penjelasan diatas untuk menganalisis respon masyarakat
Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terhadap penerapan PPKM
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Darurat dalam membatasi mobilitas masyarakat teori yang digunakan
dalam riset ini yaitu teori implementasi kebijakan menurut Merilee S.
Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93), yang menyatakan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi
kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of
implementation). Selain itu peneliti tertarik menggunakan teori
implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono,
2011: 93) memberikan analisis yang lebih mendalam dan lebih
mengkerucut dibandingkan dengan teori implementasi model Edward III
yang cukup banyak digunakan sebagai teori dalam penelitian
implementasi kebijakan. Variabel dalam teori Merilee S. Grindle (dalam
Subarsono, 2011: 93) tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan
kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis
manfaat yang diterima oleh farget group, sejauhmana perubahan yang
diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah
tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya
dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya
yang memadai. Fenomena yang terjadi dilapangan dalam penelitian
ditemukan kesusuaian dengan teori Merilee S. Grindle dapat dilihat dari:
a. Isi kebijakan (content of policy)

Dilihat dari isi kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 telah memberikan
keterangan secara garis besar tentang Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarkat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) di
wilayah Jawa dan Bali. Dimaksudkan untuk mengurangi mobilitas warga
di wilayah Indonesia dalam upaya pencegahan kasus covid-19. Maka
dengan hal tersebut pihak pemerintah Kecamatan Kanigaran berupaya
untuk pengendalian angka covid-19 yang diketahui memiliki angka yang
cukup signifikan di wilayah Kecamatan Kanigaran. Isi kebijakan telah
mengatur segala kegiatan masyarakat dengan memperhatikan kondisi dan
wilayah PPKM Darurat sesuai dengan level dari masing-masing daerah.
Berdasarkan hasil penelitian, isi kebijakan tersebut jika ditepakan di Kota
Probolinggo tidak bisa diimplementasiakan sepenuhnya secara efektif
karena banyak masyarakat juga yang masih saja melanggar aturan-aturan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama PPKM Darurat.

Telah diatur jelas dalam isi kebijakan diatas sasaran dari
ditetapkannya kebijakan PPKM ini dan mulai dari unit terbesar hingga unit
terkecil. Adanya kebijakan PPKM darurat ini menuai berbagai respon dari
masyarakat karena aktivitas masyarakat yang dibatasi. Jenis manfaat yang
diterima oleh masyarakat Kanigaran adalah bahwa segala upaya prefentif
dan kontruktif dilakukan pemerintah melalui penerapan kebijakan PPKM
Darurat untuk mengendalikan dan mengatasi laju pandemi covid-19.
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Faktor hukum yang menjadi acuan dalam pelaksaan PPKM Darurat sudah
cukup memadai sebab telah mencantumkan segala aspek dalam
pelaksanaan serta rujukan sanksi hukum pada undang-undang di
dalamnya untuk meninjau pelaksanaan kebijakan. Perubahan yang
diinginkan dengan adanya kebijakan ini adalah menurunkan angka kasus
covid-19 di Kecamatan Kanigaran, membantu perekonomian masyarakat
Kanigaran melalui penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial
yang bersumber dari APBD guna mendukung pelaksanaan kegiatan
PPKM.
b. Lingkungan (context of implementation).

Dilihat dari segi lingkungan, penerapan kebijakan PPKM Darurat juga
tidak berhasil sepenuhnya sebab banyak masyarakat yang masih acuh dan
awam terhadap kebijakan yang diterapkan. Meskipun dilihat dari segi
implementatornya telah menyebutkan dan juga perlu pastisipasi
masyarakat untuk mensukseskan kebijakan ini agar berjalan secara efektif.
Ditinjau dari sumberdaya sudah memadai dengan melibatkan pemerintah
setempat, TNI/Polri, satgas penanganan covid-19 dan maasyarakat, nsmun
masih banyak masyarakat melanggaran garis-garis yang telah tercantum.
Bahkan ada seorang warga yang menilai bahwa dengan pemberlakuan
kebijakan PPKM ini dinilai tidak efektif untuk menekan laju penularan
virus corona meski ada banyak pembatasan karena masyarakat masih tidak
peduli dengan aturan yang diterapkan. Kegiatan konstruksi proyek
beroperasi secara penuh dengan memperhatikan protokol kesehatan..

Kegiatan resepsi pernikahan contohnya saja masih dilakukan dengan
banyak orang dan menimbulkan kerumunan, padahal dalam kebijakan
sudah dijelaskan bahwa resepsi pernikahan maksimal dihadiri oleh 30
orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat masih
perlu dituntun untuk dispilin dalam implemntasi kebijakan PPKM yang
telah ditetapkan oleh pemerintah. Aparat sudah melakukan penyekatan
pada beberepa tempat yang dianggap embuat kerumunan, namun aparat
tidak bisa menghalangi masyarakat untuk melkukan berbagai aktivitas
dengan alasan kepentingan yang sangat mendesak. Seringkali ditemui
masyarakat yang masih saja tidak patuh dalam penerapan PPKM darurat
sehingga aparat di lapangan perlu mengevaluasi secara cepat untuk
mengoreksi dari penerapan kebijakan ini.

Dapat diketahui bahwa sebuah implementasi kebijakan tentu
memiliki efek dan respon dari masyarakat setempat, dilihat dari
pemaparan diatas dapat diketahui bahwa implementasi dari peraturan
tersebut masih saja dilanggar dan belum sepenuhnya bisa di terapkan
dengan baik oleh masyarakat di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.
Hal tersebut didasari oleh alasan masyarakat yang dituntut untuk
melakukan aktivitas dengan alasan tertentu.
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Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan didalam pembahasan
kesimpulan yang didapt bahwa implementasi kebijakan PPKM Darurat
dalam tinjauan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang diterapakan di
Kota Probolinggo Dilihat dari analisis dengan model Merilee S. Grindle
mengenai implementasi kebijakan dilihat dari Variabel isi kebijakan
(content of policy) Variabel lingkungan (context of implementation) dinilai
masih belum efektif karena menurut evaluasi sementara, masih banyak
terjadi pelanggaran PPKM Darurat di Wilayah Kota Probolinggo. Terdapat
beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan
efektif yaitu faktor hukum khususnya pengenaan sanksi, faktor masyarakat
yang belum patuh dan budaya. Penerapan kebijakan PPKM Darurat juga
tidak berhasil sepenuhnya sebab banyak masyarakat yang masih acuh
terhadap kebijakan yang diterapkan.
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